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Rina Setyaningsih, 2008. PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES 
PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI (STUDI 
IMPLEMENTASI PASAL 115 KUHAP). Fakultas Hukum UNS. 
 
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai 
peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan; serta kendala-kendala yang 
dihadapi penasehat hukum dalam melaksanakan pembelaan pada proses 
penyidikan. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder, data 
primer adalah data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama dari sumber 
utama dalam hal ini data yang diperoleh penulis dari penelitian lapangan atau riset 
secara langsung di Kantor Kepolisian Resor Boyolali dan kemudian juga ke 
Penasehat Hukum yang mendampingi tersangka untuk mengetahui peranannya 
dalam proses penyidikan, data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti 
dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan 
pengolahan orang lain yang sudah bersedia dalam bentuk buku-buku atau 
dokumentasi yang biasa disediakan di perpustakaan. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah interview (wawancara) dan studi kepustakaan. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti 
dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 
Peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan yaitu meliputi 
bagaimana kasus posisinya, karena dalam kasus posisi tersebut diancam hukuman 
lima tahun ke atas maka wajib di dampingi penasehat hukum. Penasehat hukum 
yang mendampingi tersangka tersebut ditunjuk oleh penyidik Kepolisian Resor 
Boyolali melalui surat penunjukkan yang pada intinya memuat mengenai hal 
permohonan untuk mendampingi tersangka dalam proses penyidikan. Kemudian 
mengenai bagaimana peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan yaitu 
meliputi hak, kewajiban, wewenang, langkah-langkah, serta tindakan-tindakannya 
dalam mendampingi tersangka dalam proses penyidikan. Kemudian menjelaskan 
mengenai kendala-kendala yang dihadapi penasehat hukum dalam melaksanakan 
pembelaan pada proses penyidikan di Kepolisian Resor Boyolali. Bahwa 
penerapan Pasal 115 tersebut penasehat hukum hanya melihat dan mendengar 
saja, dan kehadirannya hanya atas persetujuan dari penyidik apakah 
memperbolehkan atau tidak, bila ada hal yang dirasa penasehat hukum kurang 
benar maka menjadi catatan tersendiri bagi penasehat hukum untuk diajukan ke 
persidangan. Penyidik bila menggunakan kekerasan dalam memperoleh 
keterangan bisa dikenai ancaman Pasal 422 KUHP dan bisa di pra peradilankan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
A Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung 
tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara 
bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya. Untuk penegakan hukum harus berlandaskan prinsip 
keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat 
manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban 
masyarakat. 
Sebagai bukti hal tersebut di atas maka diberlakukannya Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. Sebelum berlakunya KUHAP, di Indonesia masih menganut HIR 
yang merupakan peninggalan pemerintahan Belanda. Akan tetapi, ketentuan 
yang tercantum didalam HIR tersebut ternyata belum memberikan jaminan 
dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap 
harkat dan martabat manusia sesuai dengan prinsip negara hukum. Tujuan 
diadakannya kodifikasi Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat 
menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan 
sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang 
masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap 
harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum demi 
terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945. Perlindungan 
terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum 
demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945. 
Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia ini pada semua tingkat 
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pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di 
persidangan. 
Sebagai bukti lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap 
harkat dan martabat manusia yang dilakukan pada semua tingkat 
pemeriksaan baik pada proses penyidikan maupun proses peradilan. Maka, 
dicantumkan mengenai asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang 
sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka 
sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan 
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan 
hukum tetap. Asas praduga tak bersalah ini bila ditinjau dari segi teknis 
yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan disebut prinsip akusatur. Prinsip 
akusatur menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap 
tingkat pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkkan 
dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat 
martabat harga diri dan yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip 
akusatur adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan tersangka atau 
terdakwa, hal itulah pemeriksaan ditujukan. 
Dalam suatu perkara pidana, pada akhirnya yang harus dicari dan 
ditemukan oleh hakim adalah kebenaran materiil. Sebagaimana yang diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 bahwa hakim 
tidak boleh mengajukan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Untuk 
mendapatkan kebenaran materiil tersebut menjadi tugas dan kewajiban dari 
aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum 
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 
Menurut kenyataannya, sebelum diundangkannya Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia 
kurang mendapatkan perhatian, sehingga terjadilah perlakuan yang 
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sewenang-wenang dari polisi dalam menjalankan pemeriksaan terhadap 
tersangka di tingkat penyidikan, baik itu berupa tekanan secara moril 
ataupun tekanan berupa perlakuan dengan menggunakan kekerasan. Untuk 
menghindari hal tersebut, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah 
diatur secara terperinci tentang adanya perlindungan hak asasi manusia. 
Untuk itu dalam asas praduga tak bersalah ini memberikan hak 
kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum untuk 
membantu tersangka atau terdakwa baik di dalam proses penyidikan atau 
sewaktu menghadapi peradilan di pengadilan. Ditegaskan pula dalam Pasal 
54 KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa 
berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat 
hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut 
tata cara yang dilakukan dalam Undang-Undang ini. Tersangka atau 
terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukum (Pasal 55 KUHAP) dan 
juga dijelaskan dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP bahwa hak tersangka atau 
terdakwa di dampingi penasehat hukum apabila tindak pidana yang 
disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman 
pidana 15 tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu yang diancam 
dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum 
sendiri, pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk 
penasehat hukum bagi mereka. 
Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat 
ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara 
yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, hal ini diatur dalam Pasal 69 
KUHAP. Dalam hal ini penasehat hukum berhak mendapat turunan berita 
acara pemeriksaan guna kepentingan pembelaan, turunan berita acara yang 
dimaksud baru diberikan jika ada permintaan dari tersangka atau dari 
penasehat hukumnya. Penasehat hukum berhak mengirim surat kepada 
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tersangka, menerima surat dari tersangka, dan hal itu dilakukan pada setiap 
waktu yang dikehendakinya. 
Dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal di atas, maka 
sangatlah penting peranan penasehat hukum dalam mendampingi tersangka 
baik ditingkat penyidikan, pemeriksaan ataupun ketika menghadapi 
peradilan di pengadilan, agar tersangka atau terdakwa yang sedang 
menghadapi suatu perkara mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum, 
sehingga tidak mendapat tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Hal ini 
merupakan perwujudan dari salah satu perlindungan hak asasi manusia dan 
memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga masyarakat di dalam 
perlakuan terhadap hukum itu sendiri ketika seorang warga masyarakat 
menghadapi suatu perkara pidana. 
Akan tetapi, hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada 
tahap penyidikan tersebut masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 115 KUHAP 
yaitu penasehat hukum pada tahap penyidikan itu hanya “Dapat” mengikuti 
jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan 
yang sedang berlangsung, oleh karena itu peran dan kehadiran penasehat 
hukum dalam pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan tersebut bersifat 
fakultatif atau pasif. Fakultatif dalam arti hak itu tidak dapat dipaksakannya 
kepada pejabat penyidik semata-mata tergantung kepada kehendak dan 
pendapat penyidik, apakah dia akan memperbolehkan atau tidak penasehat 
hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan hanya “melihat dan 
mendengar” (within sight and within hearing) isi dan jalannya pemeriksaan. 
Penasehat hukum tidak boleh campur tangan dan ambil bagian memberikan 
nasihat pada pemeriksaan yang berkenaan dengan kejahatan terhadap 
keamanan negara. Dalam pemeriksaan yang demikian penasehat hukum 
hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, tetapi hanya melihat saja 
tanpa mendengar jalannya pemeriksaan, karena dalam hal ini penasehat 
hukum yang peranannya pasif dalam proses penyidikan dikurangi lagi 
semakin pasif dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara.  
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Dengan pembatasan dalam Pasal 115 KUHAP bahwa peranan 
penasehat hukum hanya melihat dan mendengar jalannya proses penyidikan 
ini, penulis ingin mengetahui peranan penasehat hukum dalam proses 
penyidikan di Kepolisian Resor Boyolali. Selain itu juga untuk mengetahui 
Kendala – kendala yang dihadapi penasehat hukum dalam melaksanakan 
pembelaan pada proses penyidikan di Kepolisian Resor Boyolali. 
Berdasarkan uraian pada  latar belakang di atas, maka penulis 
ingin mencoba menganalisa secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya 
dituangkan dalam sebuah skripsi. Dari apa yang telah terurai di atas, penulis 
tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PERANAN 
PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DI 
KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI (STUDI IMPLEMENTASI 
PASAL 115 KUHAP)”. 
 
B. Rumusan Masalah  
Dalam pencapaian tujuan penelitian, maka terlebih dahulu akan 
dilakukan perumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas. Adapun 
perumusan masalah yang akan dibahas adalah : 
1. Bagaimanakah peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan di 
Kepolisian Resor Boyolali? 
2. Kendala – kendala yang dihadapi penasehat hukum dalam melaksanakan 
pembelaan pada proses penyidikan di Kepolisian Resor Boyolali? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu “PERANAN 
PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DI 
KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI (STUDI IMPLEMENTASI 
PASAL 115 KUHAP)” maka peneliti  dalam melaksanakan penelitian 
mempunyai tujuan sebagai berikut : 
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1. Tujuan Umum 
a. Untuk memperoleh serta mengumpulkan data – data yang 
berhubungan dengan masalah penasehat hukum dalam proses 
penyidikan. 
b. Mengetahui peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan. 
c. Mengetahui bagaimana kendala – kendala yang dihadapi penasehat 
hukum dalam melaksanakan pembelaan dalam proses penyidikan. 
2. Tujuan Khusus 
a. Memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana 
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk menambah pengetahuan ilmu hukum, khususnya yang 
berhubungan dengan masalah peranan penasehat hukum dalam 
proses penyidikan. 
 
D. Manfaat Penelitian  
Di dalam penelitian sangat diharapkan manfaat yang dapat 
diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang diharapkan dari 
adanya penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Dapat mengembangkan ilmu penulisan hukum khususnya hukum 
acara pidana dengan mempraktekkannya di lapangan. 
b. Memberikan gambaran serta sumbangan pemikiran dalam 
memecahkan masalah yang timbul dari penasehat hukum dalam 
melaksanakan proses penyidikan. 
c. Memberikan dasar – dasar serta landasan guna penelitian lebih 
lanjut. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 
yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis 
dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah. 
b. Memberikan masukan dan manfaat bagi semua pihak terutama 
sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi para penasehat 
hukum ketika dalam proses penyidikan oleh Aparat Penyidik, 
sehingga dapat berjalan lebih efektif, efisien dan lebih berhasil 
guna. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah 
dan sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam 
tentang suatu objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang 
bersangkutan, yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun dan 
menginterpretasikan data-data untuk menemukan, mengembangkan, dan 
menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya akan dimasukkan 
kedalam penulisan ilmiah serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah (Soerjono Soekanto, 1986 : 5)  
 
Metode penelitian merupakan saran yang paling penting guna 
menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan, 
oleh karena itu sebelum kita melakukan penelitian hendaknya menentukan 
terlebih dahulu metode yang akan dipakai Guna mendapatkan data dan 
pengolahan data yang diperlukan dalam kerangka penyusunan penulisan 
hukum ini, penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, 
dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan 
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masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena untuk 
mengidentifikasi pelaksanaan hukum di masyarakat. 
2. Sifat Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang 
bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau 
gejala – gejala lainnya ( Soerjono Soekanto, 1986:10 ). Dalam penelitian 
ini, penulis akan mendiskripsikan mengenai Peranan  Penasehat Hukum 
Dalam Proses Penyidikan (Studi Implementasi Pasal 115 KUHAP). 
3. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini dilakukan di 
Kantor Kepolisian Resor Boyolali. Di samping itu juga penulis juga 
mengadakan penelitian di Kantor Penasehat Hukum yang mendampingi 
tersangka dalam proses penyidikan yaitu di kantor Advokat-Penasehat 
Hukum Joko Mardiyanto di jalan Tumbar No. 17 Anggorosari Pulisen 
Boyolali. 
4. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat 
kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, 
persepsi dan lain – lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam 
bentuk kata – kata dan naratif dalam suatu konteks khusus yang alamiah 
dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.  
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5. Jenis Data 
Data-data yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah: 
a) Data Primer  adalah “data dasar“ data asli yang diperoleh peneliti 
dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama, yang belum 
diolah dan diuraikan orang lain.                                            .                                                            
Dalam hal ini data yang diperoleh penulis dari penelitian lapangan 
atau riset secara langsung di Kantor Kepolisian Resor Boyolali, dan 
kemudian juga ke Penasehat Hukum yang mendampingi tersangka 
untuk mengetahui peranannya dalam proses penyidikan.. 
b). Data Sekunder  adalah data – data yang diperoleh peneliti dari 
penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil 
penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam 
bentuk buku – buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di 
Perpustakaan. 
6. Sumber Data  
Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang 
menjadi sumber data adalah : 
a) Sumber Data Primer 
Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber pertama atau diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam 
penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara 
dengan penyidik dan penasehat hukum yang mendampingi 
tersangka pada proses penyidikan di Kepolisian Resor Boyolali. 
b) Sumber Data Sekunder 
Merupakan sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data dibidang 
hukum dapat diperoleh dari bahan-bahan yang dibedakan menjadi : 
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1) Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer yang penulis pergunakan dalam penulisan 
hukum ini adalah : 
a) Undang – Undang Dasar 1945 
b) Peraturan Perundang-Undangan : 
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(3) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Undang-
Undang Kepolisian 
b). Bahan hukum sekunder 
Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 
primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-
buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan peranan penasehat 
hukum dalam proses penyidikan, berupa buku-buku literatur, buku-
buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, 
dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian. 
c). Bahan hukum tersier 
Bahan  yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bahan dari 
internet, kamus dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah 
yang diteliti. 
7. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah tahap yang penting dalam melakukan 
penelitian. Alat pengumpul data (instrumen) menentukan kualitas data 
dan kualitas data menentukan kualitas penelitian, karena itu alat 
pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat. Agar data 
penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, alat pengumpul 
datanya harus dapat mengukur secar cermat, harus dapat mengukur yang 
hendak diukur, dan harus dapat memberikan kesesueian hasil pada 
pengulangan pengukuran (Amiruddin, 2006:65-66). 
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Dalam rangka mendapatkan data yang tepat, penulis menggunakan 
teknik pengumpulan data, sebagai berikut : 
A. Interview ( wawancara ) 
Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap 
muka (face-to-face), ketika seseorang yakni pewawancara 
mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang dirancang untuk 
memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan masalah 
penelitian kepada seorang responden.(Amirruddin, 2006 : 82)  
Wawancara dilakukan terhadap narasumber, yaitu Penyidik 
Kepolisian Resor Boyolali dan Penasehat Hukum yang 
mendampingi tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian 
Resor Boyolali..   
2. Studi Kepustakaan  
Cara memperoleh data dengan mempelajari data dan 
menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengaitkan pada 
permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan 
adalah, buku – buku literatur, buku – buku ilmiah, peraturan 
perundang – undangan, dokumen – dokumen yang berhubungan 
dengan permasalahan dalam penulisan hukum. 
8. Teknik Analisis Data 
Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian 
rupa, sehingga dapat menyimpulkan persoalan – persoalan yang diajukan 
dalam pengajuan penulisan hukum ini. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tatacara penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif analitis, yakni apa yang dinyatakan 
oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang 
nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Soerjono 
Soekanto,1986 : 250). 
 
 21 
Analisis data tersebut tidak hanya terbatas pada pengumpulan 
data yang diperoleh, tetapi juga menganalisa, dan menginterpretasikan 
data ataupun pemikiran logis, kemudian membuat kesimpulan yang 
didasarkan pada penelitian data metode kualitatif sebagai penjabaran 
data terhadap data – data berdasar literatur dan keterangan di lapangan. 
Data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk pengumpulan data, 
kemudian reduksi data, pengolahan, dan verifikasinya dilakukan untuk 
saling menjalin dengan proses pengumpulan data. Dan apabila dirasakan 
kesimpulannya kurang, maka perlu ada verifikasi kembali untuk 
mengumpulkan data dari lapangan. Untuk lebih jelasnya, maka akan 
penulis uraikan model analisis tersebut dalam suatu bagan atau skema 
sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skema cara kerja analisis dan interaktif (HB. Sutopo). 
 
Komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut :  
1. Pengumpulan Data adalah masa dimana penulis mencari data dan 
mencatat semua data yang masuk. 
2. Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan – catatan di lapangan. 
3. Sajian Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. 
 
Pengumpulan Data 
Penarikan Kesimpulan 
atau Verifikasi 
Reduksi Data Sajian Data 
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4. Penarikan Kesimpulan adalah menyimpulkan apa yang sudah 
diketahui pada awal.  
F.   Sistematika Penulisan Hukum 
Agar dapat memahami arah dan ruang lingkup dari penulisan 
hukum ini, maka perlu peneliti sajikan sistematika skripsi ini secara garis 
besarnya sebagai berikut : 
BAB I. PENDAHULUAN 
Dalam bab ini, peneliti menguraikan tentang latar 
belakang masalah yaitu mengenai. Hak tersangka dalam proses 
penyidikan sebab sebelum adanya putusan hakim yang 
berkekuatan hukum tetap tersangka berhak untuk didampingi 
penasehat hukum, akan tetapi penasehat hukum dalam proses 
penyidikan dibatasi hanya melihat dan mendengar (Pasal 115 
KUHAP), rumusan masalah membahas mengenai peranan 
penasehat hukum dalam proses penyidikan dan kendala-kendala 
yang dihadapi penasehat hukum dalam melaksanakan pembelaan 
pada proses penyidikan. Tujuan penelitian yaitu meliputi tujuan 
umum dan tujuan khusus. Manfaat penelitian yaitu meliputi 
manfaat teoritis dan manfaat praktis. Metode penelitian yang 
meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, 
pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data penelitian, 
teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.   
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang 
kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi, 
pengertian penasehat hukum, pengertian penyidik dan 
penyidikan, hak-hak dan kewajiban tersangka, tata cara 
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pemeriksaan tersangka, pengertian implementasi, dan tinjauan 
tentang ketentuan Pasal 115 KUHAP. 
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian 
dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai 
peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan dan kendala-
kendala yang dihadapi penasehat hukum dalam melaksanakan 
pembelaan pada proses penyidikan di Kepolisian Resor Boyolali. 
BAB IV. PENUTUP 
Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai 
kesimpulan secara singkat dan jelas dalam menjawab rumusan 
masalah, juga menguraikan mengenai saran yang merupakan 
alternatif solusi atas masalah yang ditemukan. 
DAFTAR PUSTAKA   
LAMPIRAN – LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN  PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Pengertian Penasehat Hukum 
Istilah penasehat hukum adalah istilah baru, sebelumnya dikenal 
istilah pembela, advokat, procureur ( pokrol ) dan pengacara. Istilah 
penasehat hukum dan bantuan hukum memang lebih tepat dan sesuai 
dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam 
pemeriksaan daripada istilah pembela. Istilah pembela seakan – akan 
berfungsi sebagai penolong tersangka dan terdakwa bebas atau lepas dari 
pemidanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan itu. 
Padahal fungsi dari pembela atau penasehat hukum itu adalah membantu 
hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil, walaupun bertolak 
dari sudut pandangan subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan 
tersangka atau terdakwa. Meskipun demikian, penasehat hukum itu 
berdasarkan legitimasi yang berpangkal pada etika, ia harus mempunyai 
penilaian yang objektif terhadap kejadian – kejadian di sidang Pengadilan 
(Andi Hamzah, 2000:86). 
Pengertian penasehat hukum sebagimana yang diatur dalam 
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 
dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 13 adalah seorang yang memenuhi 
syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang – undang untuk 
memberi bantuan hukum. Di dalamnya tercakup legal aid dan legal 
asistance, yang berarti bantuan hukum secara profesional dan formal, 
dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang 
terlibat dalam kasus tindak pidana baik secara cuma-cuma bagi mereka 
yang tidak mampu dan miskin, maupun memberi bantuan  kepada mereka 
 25 
yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa     
(M. Yahya Harahap, 2000:348). 
Kenyataan saat ini, pekerjaan memberikan bantuan hukum 
dilakukan oleh : 
a. Advokat atau Pengacara  
Pengacara sering digandengkan penyebutannya dengan advokat, 
dua istilah ini memang sama-sama bergerak dalam lapangan bantuan 
hukum, khususnya pada litigasi. Perbedaan istilah diantara mereka 
lebih berkaitan dengan kompetensi saja. Untuk pengacara, wilayah 
bantuan hukum yang dapat ditanganinya adalah satu wilayah 
Pengadilan Tinggi, sedangkan advokat meliputi wilayah seluruh 
Indonesia, pengacara diangkat dengan keputusan Ketua Pengadilan 
Tinggi tempat pengacara itu berpraktek, untuk advokat 
pengangkatannya dilakukan oleh Menteri Kehakiman. 
Pengertian advokat adalah seorang atau mereka yang melakukan 
pekerjaan jasa bantuan hukum termasuk konsultan hukum yang 
menjalankan pekerjaannya baik dilakukan di luar pengadilan dan atau 
di dalam pengadilan bagi kliennya sebagai mata pencahariannya 
(Luhut M.P Pangaribuan, 1996:201). Menurut Andi Hamzah advokat 
adalah seorang pembela dan penasehat, berhak membacakan pledoi 
yang dimulai dari tingkat pertama dan sampai tingkat kasasi di 
Mahkamah Agung (Andi Hamzah, 2000:90). Advokat wajib 
memberikan bantuan pembelaan hukum kepada sejawat advokat atau 
penasehat hukum yang disangka atau didakwa dalam suatu perkara 
pidana oleh yang berwajib, secara sukarela baik secara pribadi maupun 
atas penunjukkan atau permintaan organisasi profesi.    
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b. Lembaga Bantuan Hukum yang terdiri dari  
1) Swasta 
 Anggotanya pada umumnya terdiri dari kelompok yang 
bergerak dalam profesi hukum sebagai pengacara. Konsep dan 
programnya jauh lebih luas dari sekedar memberi bantuan hukum 
secara formal di depan sidang pengadilan terhadap rakyat kecil 
yang miskin dan buta hukum. Konsep dan programnya dapat 
dikatakan meliputi dan ditujukan : 
(1) Menitikberatkan bantuan dan nasehat hukum terhadap lapisan 
masyarakat kecil yang tidak berpunya, 
(2) Memberi nasehat hukum di luar pengadilan terhadap buruh, 
tani, nelayan, dan pegawai negeri yang haknya diperkosa, 
(3) Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di 
sidang pengadilan baik yang meliputi perkara perdata dan 
pidana, 
(4) Bantuan dan nasehat hukum yang mereka berikan dilakukan 
dengan cuma-cuma (M. Yahya Harahap, 2000:350) 
2) Bernaung pada Perguruan Tinggi 
Lembaga bantuan hukum(LBH) yang bernaung pada 
perguruan tinggi inipun hampir sama konsep dan programnya 
dengan lembaga  bantuan hukum swasta. Tetapi, menurut 
pengamatan pada umumnya LBH yang bernaung pada perguruan 
tinggi, kurang populer. Sebab, pada kenyataannya yang tampil ke 
depan memberi bantuan hukum terdiri daripada mereka yang masih 
berstatus mahasiswa, sehingga menimbulkan anggapan kurang 
mampu melaksanakan bantuan hukum (M. Yahya Harahap, 
200:351). 
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2. Pengertian Penyidik dan Penyidikan 
a. Pengertian Penyidik 
Pasal 1 butir 1 KUHAP 
Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri 
sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang 
untuk melakukan penyidikan. 
Penyidik menurut Pasal 6 ayat 1 dan 2 
Ayat 1 
Penyidik adalah  
a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia 
b)  Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 
oleh undang – undang. 
Ayat 2 
Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 
Penyidik Pembantu menurut Pasal 1 butir 3  
Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi 
wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur 
dalam undang – undang ini. 
Penyidik Pembantu menurut Pasal 10 KUHAP 
Ayat 1 
Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian negara Republik 
Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian negara Republik 
Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini. 
Ayat 2 
Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan pemerintah. 
Kewenangan – kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan 
diatur dalam Pasal 7 
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Ayat 1 
Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a karena 
kewajibannya mempunyai wewenang : 
(1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya 
tindak pidana 
(2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian 
(3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka 
(4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan 
(5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat  
(6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang 
(7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi 
(8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara 
(9) Mengadakan penghentian penyidikan 
(10)Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab 
Ayat 2  
Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai 
wewenang sesuai dengan undang – undang yang menjadi dasar 
hukumnya masing – masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada 
dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 
ayat (1) huruf a. 
Ayat 3  
Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
(2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. 
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b. Pengertian Penyidikan 
Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan 
pengertian opsporing ( Belanda ) dan investigation ( Inggris ) atau 
penyiasatan atau siasat ( Malaysia ). ( Andi Hamzah, 2000:118 ) 
Penyidikan menurut KUHAP diatur dalam Pasal 1 butir 2 yaitu 
serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
Penyidikan Menurut M. Yahya Harahap adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang 
diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana 
yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku 
tindak pidanya (M.Yahya harahap,2000 :109 ). Pengetahuan dan 
pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena 
hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak – hak asasi 
manusia. 
Pengertian penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 
“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu 
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat 
atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang.” 
3. Hak-hak dan Kewajiban Tersangka  
Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan sebagaimana telah 
diatur dalam KUHAP pada Bab 6 yaitu tercantum dalam Pasal 50 sampai 
dengan 68 memuat tentang hak-hak tersangka dan terdakwa yang meliputi: 
1) Pasal 50 
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a) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan 
selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. 
b) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh 
penuntut umum. 
c) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. 
Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal 
ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib 
seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang 
dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat 
pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, 
adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga 
untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat 
dan biaya ringan.  
2) Pasal 51 
Untuk mempersiapkan pembelaan : 
a) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa 
yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya 
pada waktu pemeriksaan dimulai. 
b) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa 
yang dimengerti olehnya apa yang didakwakan kepadanya. 
Sesuai dengan hak yang diberikan kepadanya maka tersangka 
pada waktu diperiksa oleh penyidik dan kemudahan sebagai terdakwa 
di muka pengadilan mula-mula diberitahu terlebih dahulu perihal 
tindak pidana apakah yang dituduhkan kepadanya dengan sejelas-
jelasnya, kalau perlu memakai bahasa daerah atau bahasa asing yang 
dipahami dengan perantaraan juru bahasa yang disediakan. 
3) Pasal 52 
Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka 
atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada 
penyidik atau hakim. 
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Dalam hal pemeriksaan supaya dapat mencapai hasil yang tidak 
menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa 
harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya 
paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. 
4) Pasal 53 
a) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, 
tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat 
bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. 
b) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu atau tuli diberlakukan 
ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 178. 
Tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa 
Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak 
mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh 
karena itu mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa. 
5) Pasal 54 
Guna mendapatkan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak 
mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum 
selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata 
cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. 
Pasal ini memberikan hak kepada tersangka maupun terdakwa 
untuk memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum selama 
dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Bantuan hukum 
diberikan kepada tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana yang 
diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun 
atau lebih yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih bagi 
orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasehat hukum 
sendiri (Pasal 56). 
6) Pasal 55 
Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam Pasal 54, 
tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya. 
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7) Pasal 56  
a) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 
ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang 
tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih 
yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang 
bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 
peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. 
b) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya 
dengan cuma-cuma.  
Untuk kepentingan pembelaan seorang tersangka atau terdakwa 
berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang atau terdakwa berhak 
memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum 
selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan dan mereka 
itu berhak memilih sendiri penasehat hukumnya. Selanjutnya pejabat 
yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 
peradilan yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim wajib 
menunjukkan penasehat hukum bagi mereka yang disangka atau 
didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima 
belas tahun atau lebih yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 
lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum 
sendiri, sedangkan penasehat hukum yang ditunjuk itu harus 
memberikan bantuannya secara cuma-cuma.   
8) Pasal 57 
a) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 
menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan 
undang-undang ini. 
b) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang 
dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan 
perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. 
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9) Pasal 58 
Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 
menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk 
kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses 
perkara maupun tidak. 
10) Pasal 59 
Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 
diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang 
berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, 
kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka 
atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh 
tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau 
jaminan bagi penangguhannya. 
Merupakan hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan 
penahanan untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh 
pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 
peradilan yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim kepada keluarga 
atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan tersangka atau terdakwa 
untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi 
penangguhannya. 
11) Pasal 60 
Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima 
kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau 
lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan 
bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan 
bantuan hukum. 
Menurut Pasal tersebut maka tersangka atau terdakwa berhak 
untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang 
mempunyai hubungan kekeluargaan atau yang diperlukan guna 
mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan atau yang diperlukan 
untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.  
 34 
12) Pasal 61 
Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan 
perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima 
kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya 
dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan 
atau untuk kepentingan kekeluargaan. 
Pasal ini mengatakan, bahwa tersangka atau terdakwa berhak 
secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya 
menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarganya, akan 
tetapi hal itu diizinkan hanya untuk kepentingan yang disebutkan disitu 
saja, yaitu dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara 
tersangka atau terdakwa. 
13) Pasal 62 
a) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat 
hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan 
sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya untuk 
keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis 
menulis. 
b) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasehat 
hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, 
penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali 
jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu 
disalahgunakan. 
c) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau 
diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat 
rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka-
terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya 
setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”. 
14) Pasal 63 
Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima 
kunjungan dari rohaniawan. 
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15) Pasal 64 
Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan terbuka untuk 
umum. 
16) Pasal 65 
Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan 
saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan 
keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. 
17) Pasal 66 
Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. 
18) Pasal 67 
Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap 
putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, 
lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara 
cepat.  
19) Pasal 68 
Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan 
rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan seterusnya. 
Mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk mendapat 
bantuan hukum pada Pasal 114 KUHAP, sebelum penyidik melakukan 
pemeriksaan tersangka. Penyidik wajib memberitahukan tentang hak untuk 
mendapat bantuan hukum. Adapun yang menjadi kewajiban tersangka 
dalam proses penyidikan adalah memberikan keterangan yang sebenar-
benarnya. Memberikan keterangan yang jujur tentang apa yang telah 
dilakukannya. 
  
4. Tata Cara Pemeriksaan Tersangka 
Pengertian pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan 
keterangan, penjelasan dan keidentikan tersangka, saksi, ahli dan atau 
barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, 
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sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam 
tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan didalam berita acara 
pemeriksaan. Pemeriksa adalah pejabat yang mempunyai kewenangan  
untuk melakukan pemeriksaan baik sebagai penyidik maupun penyidik 
pembantu (Rusdiharjo, 2001:230). 
Dalam pemeriksaan terhadap tersangka, perlu dilakukan hal-hal 
sebagai berikut : 
1) Setelah penangkapan tersangka dilakukan, maka penyidik atau 
penyidik pembantu supaya segera melakukan pemeriksaan dengan 
menggunakan teknik-teknik sebagai berikut : 
a) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan langsung 
kepada masalah(pendekatan langsung atau di rect approach), atau  
b) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan sambil membangkitkan emosi 
yang di interogasi (pendekatan emosional atau emotional 
approach). 
c) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji kebenaran 
keterangan tersangka, kemudian keterangan-keterangan yang 
diberikan atas dasar pertanyaan-pertanyaan dengan cara tersebut 
diatas agar diseleksi atau dipilih yang berkaitan dengan unsur-
unsur tindak pidana yang bersangkutan dan disusun kembali serta 
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (trickery approach). 
d) Dalam hal tersangka mungkir  
(1) Perlihatkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada 
(2) Tunjukkan kontradiksi dan setiap ketidakbenaran keterangan 
tersebut 
(3) Adanya konfrontasi dan atau rekonstruksi 
2) Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah 
penahanan itu dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa oleh 
penyidik atau penyidik pembantu. 
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3) Penyidik atau penyidik pembantu sebelum mulai memeriksa wajib 
memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan 
bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi 
oleh penasehat hukum. 
4) Penyidik atau penyidik pembantu menanyakan kepada tersangka  
apakah akan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian 
khusus yang dapat menguntungkan baginya. Bila dalam hal itu dicatat 
dalam BAP dan selanjutnya penyidik atau penyidik pembantu wajib 
memanggil dan memeriksa saksi tersebut. 
5) Penyidik atau penyidik pembantu supaya mengusahakan untuk 
mengetahui peranan tersangka dalam tindak pidana yang sedang 
diperiksa berkaitan dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP. 
6) Dalam hal tersangka diam atau tidak mau memberikan keterangan 
serta tidak mau menandatangani berita acara maka dibuatkan Berita 
Acara Penolakan. 
7) Dalam hal memeriksa tersangka agar diperhatikan hal-hal sebagai 
berikut : 
a) Latar belakang kehidupan sehari-hari 
b) Apakah ia seorang residivis 
c) Perhatikan faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak mau 
memberikan keterangan 
8) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik atau 
penyidik pembantu dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut 
umum (Pasal 50 (1) KUHAP) 
9) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang 
dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada 
waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 KUHAP) 
10) Dalam pemeriksaan, tersangka berhak memberi keterangan secara 
bebas kepada penyidik atau penyidik pembantu (Pasal 52 KUHAP) 
11) Tersangka dapat diperiksa dirumah atau tempat kediamannya dalam 
hal tersangka setelah dua kali dipanggil secara berturut-turut dengan 
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surat panggilan yang sah, tetap tidak dapat datang, karena alasan yang 
patut dan wajar (Pasal 113 KUHAP) 
12) Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya tersangka berhak 
menerima turunan berita acara pemeriksaan atas dirinya untuk 
kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP) 
13) Tersangka berhak mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki 
keahlian khusus yang dapat menguntungkan baginya dalam 
pemeriksaan (Pasal 116 ayat (3) dan (4) dan Pasal 65 KUHAP) 
14) Tersangka dalam memberikan keterangan tidak boleh diperlakukan 
dengan melakukan tekanan dan kekerasan dalam bentuk apapun oleh 
siapapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP) 
15) Dalam hal tersangka ditahan, maka dalam waktu sehari-hari (1x24 
jam) setelah penahanan dijalankan, harus mulai diperiksa oleh 
penyidik atau penyidik pembantu (Pasal 122 KUHAP) 
16) Dalam hal tersangka melakukan kejahatan diancam hukuman pidana 
mati atau ancaman hukuman pidana 15 tahun atau lebih bagi tersangka 
yangn tidak mampu ( mendapat ancaman hukuman pidana 5 tahun atau 
lebih ) tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, maka pejabat 
pemeriksa (Penyidik atau penyidik pembantu) wajib menunjuk 
penasehat hukum bagi mereka (Pasal 56 ayat 1 KUHAP) (Rusdiharjo, 
2001:247,248). 
 
Tata cara pemeriksaan tersangka : 
1) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan 
hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum atau dalam perkara 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP ia wajib 
didampingi penasehat hukum. 
2) Pemeriksaan terhadap tersangka anak dibawah umur agar 
mempedomani UU No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak. 
3) Pada waktu penyidik atau penyidik pembantu sedang melakukan 
pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti 
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jalannya pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat 
mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar 
pemeriksaan, kecuali dalam hal kejahatan keamanan negara penasehat 
hukum tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap saksi. 
4) Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang 
dimengerti tentang apa yang dipersangkakan kepadanya pada saat 
pemeriksaan dimulai. 
5) Dalam pemeriksaan dinyatakan pula apakah tersangka mengkehendaki 
didengarnya saksi yang menguntungkan (saksi a decharge), dan 
bilamana ada maka penyidik atau penyidik pembantu wajib memanggil 
dan memeriksa saksi tersebut. 
6) Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan 
atau penekanan dalam bentuk apapun pemeriksaan. 
7) Berita Acara Pemeriksaan tersangka ditandatangani oleh penyidik atau 
penyidik pembantu tersangka dan penasehat hukum dan penterjemah 
bahasa (bila melibatkan penasehat hukum dan penterjemah bahasa) 
(Rusdiharjo, 2001:24,25).   
 
5. Pengertian Implementasi 
Implementasi menurut kamus webster (Solichin Abdul Wahab, 
1997 : 64), pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana 
“to implementation” (mengimplementasikan) berarti “to provide means for 
carriying out to give practical effec to” (menyajikan alat bantu untuk 
melaksanakan ; menimbulkan dampak atau berakibat sesuatu) 
(http://www.total.or.id. 7 Mei 2008. pukul.12.10 wib). Pengertian 
implementasi menurut Kamisa dalam kamus lengkap bahasa indonesia, 
implementasi dapat diartikan penerapan, pelaksanaan, serta Arti 
mengimplementasikan yaitu melaksanakan, menerapkan ( Kamisa, 1997 : 
241). Implementasi menurut Bambang Sarwiji dalam kamus pelajar 
bahasa indonesia, implementasi dapat diartikan mewujudkan rencana, 
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memberlakukan rencana, merealisasi rencana ( Bambang Sarwiji, 2006 : 
288). 
 
6. Tinjauan Tentang Ketentuan Pasal 115 KUHAP 
Pasal 115 KUHAP ayat (1) yaitu dalam hal penyidik sedang 
melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat 
mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar 
pemeriksaan. Pada ayat 2 yaitu dalam hal kejahatan terhadap keamanan  
negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat 
mendengar pemeriksaan terhadap tersangka. 
Ketentuan dalam Pasal 115 KUHAP ayat 1 dan 2 di atas dapat 
dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan seorang 
penasehat hukum itu untuk kepentingan terdakwa bertindak secara aktif, 
artinya ia tidak hanya diam saja sambil melihat dan mendengarkan 
pembicaraan saja, akan tetapi harus juga ikut berbicara. Dalam 
pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik seorang penasehat hukum itu 
hanya boleh bertindak pasif, yaitu ia hanya boleh mengikuti jalannya 
pemeriksaan dengan jalan melihat serta mendengarkan saja (tidak boleh 
berbicara), malahan dalam hal pemeriksaan terhadap kejahatan keamanan 
negara penasehat hukum hanya dapat hadir dengan cara melihat saja, ia 
tidak boleh mendengar pemeriksaan tersangka, apalagi berbicara 
(M.Karjadi dan R. Soesilo, 1997:105,106). 
Kedudukan dan kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya 
pemeriksaan penyidikan adalah “secara pasif”. Demikian makna 
penjelasan Pasal 115 KUHAP ayat (1), yakni kedudukan penasehat hukum 
mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan, hanya sebagai 
“penonton”. Terbatas hanya “melihat serta mendengar” atau  “within sight 
and within hearing“. Selama kehadirannya mengikuti jalannya 
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pemeriksaan, tidak diperkenankan memberi nasehat. Seolah-olah 
kehadirannya berupa persiapan menyusun pembelaan atau pemberian 
nasehat pada taraf pemeriksaan selanjutnya. Akan tetapi, seandainya 
pelaksanaan Pasal 115 KUHAP dipergunakan sebaik-baiknya oleh 
penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, besar 
sekali manfaatnya. Kehadiran penasehat hukum pada setiap pemeriksaan 
penyidikan, paling tidak mencegah penyidik menyemburkan luapan emosi 
dalam pemeriksaan. Dari segi psikologis kehadiran penasehat hukum 
dalam pemeriksaan, mendorong tersangka lebih berani mengemukakan 
kebenaran yang dimiliki dan diketahuinya (M.Yahya Harahap, 2000:133). 
Penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat 
penyidikan, hanya sebagai “penonton” terbatas hanya” melihat serta 
mendengar” atau within sight and within hearing. Selama kehadirannya 
mengikuti jalannya pemeriksaan, tidak diperkenankan memberi nasehat, 
seolah-olah kehadirannya berupa persiapan menyusun pembelaan atau 
pemberian nasehat pada taraf pemeriksaan selanjutnya. 
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B. Kerangka Pemikiran  
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Penyidikan  
Peranan Penasehat Hukum yang meliputi hak, 
kewajiban dan wewenang ketika dalam mendampingi 
tersangka 
Hambatan Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan 
 
Pasal 55 KUHAP Pasal 54 KUHAP Pasal 56 KUHAP 
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Hak Tersangka dalam proses penyidikan salah satunya adalah 
berhak mendapat bantuan hukum, guna untuk pembelaan diri tersangka. 
Hak tersangka dalam proses penyidikan dapat dijelaskan dalam Pasal 54 
KUHAP yaitu bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka dan 
terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih 
penasehat hukum  selama dalam waktu dan pada setiap tingkat 
pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang 
ini. Bahwa tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh penasehat 
hukum baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun dalam 
persidangan di Pengadilan hak didampingi penasehat hukum ini dapat 
dilakukan sejak tersangka ditangkap, untuk mendapat penasehat hukum, 
tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukum ( Pasal 
55 KUHAP ). Dijelaskan juga dalam Pasal 56 ayat ( 1 ) KUHAP yang 
menegaskan bahwa hak tersangka atau terdakwa didampingi penasehat 
hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam 
dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi 
yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang 
tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan 
dalam proses Peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. 
Akan tetapi, hak – hak tersangka untuk mendapatkan bantuan 
hukum pada tahap penyidikan tersebut masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 
115 KUHAP, yakni penasehat hukum pada tahap penyidikan itu hanya “ 
Dapat “ mengikuti jalannya pemeriksaan. Bahwa peranan penasehat 
hukum dalam proses penyidikan hanya bersifat fakultatif dan pasif, 
keikutsertaan penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan 
penyidikan dibatasi oleh kata “Dapat“ tidak ada suatu kemestian bagi 
penyidik untuk memperbolehkan seorang penasehat hukum hadir 
mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan semata – mata tergantung 
kepada kehendak penyidik apakah memperbolehkan atau tidak hadirnya 
penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Tidak ada 
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alasan dan daya tersangka atau penasehat hukum, supaya pejabat penyidik 
mesti memperbolehkan hukum mengikuti jalannya pemeriksaan 
penyidikan. Oleh karena itu, ketentuan pasal 54 KUHAP bila dikaitkan 
dengan Pasal 115 KUHAP, maka ketentuan Pasal 54 KUHAP menjadi 
hambar atau kabur. Kualitasnya baru penasehat hukum mendapatkan dan 
didampingi penasehat hukum dan belum bersifat wajib mendapatkan 
bantuan. Dengan demikian hak itu hanya disejajarkan dengan sifat yang 
fakultatif, hak mendapatkan bantuan hukum dalam pemeriksaan 
penyidikan pasif. Seandainya penasehat hukum diperkenankan oleh 
pejabat penyidik mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, kedudukan, 
dan kehadirannya hanya terbatas melihat dan menyaksikan dan 
mendengarkan jalannya pemeriksaan. 
Hal ini menjadi permasalahan yang sangat besar dalam proses 
penyidikan. Bahwa kedudukan penasehat hukum dalam proses penyidikan, 
terjadi  pembatasan atau penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 54 KUHAP dan Pasal 115 KUHAP. Kemudian yang menjadi 
permasalahan adalah bagaimana penerapan Pasal 115 KUHAP tentang 
peranan penasehat hukum yang meliputi hak, kewajiban, wewenang, 
langkah-langkah, dan tindakan-tindakan dalam proses penyidikan dan 
hambatan yang dialami penasehat hukum dalam melaksanakan pembelaan 
pada proses penyidikan di Kepolisian Resor Boyolali.  
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BAB III 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 
A. Peranan Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian 
Resor Boyolali 
 
1. Kasus Posisi 
Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2006, sekira jam 02.00WIB 
telah terjadi pencurian hewan di Dk Rt 01/Rw 01, Ds Tlawong Kec Sawit. 
Tepatnya di kandang Sdr. Muh Nurdin Alias Jamin, dalam kejadian 
tersebut pelaku yang diperkirakan lebih dari satu orang berhasil 
mengeluarkan 2 ekor sapi, kemudian salah satu sapi bedal (lepas) dan 
menabrak pohon-pohon pisang sehingga ketauan oleh pemiliknya dan 
diteriaki maling-maling sehingga para tetangga bangun ikut mengejar 
pelaku, sehingga sapi yang sempat dibawa oleh pelaku dilepaskan, dan 
tersangka bersama kedua kawannya tersebut lari menuju ke Mobil Espas S 
tw No Pol : B 2689 F yang diparkir di jalan tengah sawah, setelah 
tersangka menjalankan mobil kira-kira 100 meter menyuruh kedua 
temannya untuk turun menyelamatkan diri karena dikejar dengan 2 
pengendara sepeda motor dan banyak orang yang mengejar dengan berlari 
kemudian kedua temannya turun Topo Raharjo membawa golok dan 
Ndaru prasetyo membawa linggis, dan tersangka menjalankan mobil 
dengan cepat dan langsung pulang kerumahnya. Dalam pengejarannya 
tersebut sampai jarak kurang lebih 500 Meter, tepatnya di sebelah utara 
jembatan Dk Jetak, Ds Tegal Rejo, Sdr Purnomo langsung ditikam oleh 
pelaku dengan menggunakan senjata tajam mengenai dada sebelah kiri 
atas yang mengakibatkan Sdr Purnomo meninggal dunia.   
Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang diuraikan dalam 
kasus posisi di atas penyidik dapat membuat kesimpulan bahwa 
berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan tersangka, adanya barang 
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bukti serta hasil penyidikan, telah memenuhi unsur sebagaimana diatur 
dalam Pasal 363 ayat 1  ke 1e, 3e, 4e KUHP. Pasal 363 yaitu : 
a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : 
1) Pencurian Ternak 
2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, 
atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, 
kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan atau bahaya 
perang. 
3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang asli 
disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. 
4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu. 
5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau 
untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan 
merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci 
palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. 
b. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah 
satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara 
paling lama sembilan tahun. 
Pada kasus posisi di atas telah memenuhi unsur sebagaimana 
diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 1e, 3e, 4e KUHP yaitu telah dilakukan 
pencurian hewan ternak yaitu pencurian 2 ekor sapi. Pencurian di waktu 
malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, 
yang dilakukan oleh orang yang asli di situ tidak diketahui atau tidak 
dikehendaki oleh orang yang berhak, yaitu telah dilakukan pencurian di 
waktu malam sekira jam 02.00 WIB di Kandang sapi milik Nurdin alias 
Jamin. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu, yaitu pencurian dilakukan oleh 3 orang yaitu Sarno alias 
Sember, Ndaru Prasetyo al Benjol, dan Topo Raharjo al Pendek. 
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Dari uraian kasus posisi dan analisa pihak Kepolisian Resor 
Boyolali dapat dilihat bahwa ancaman hukuman yang dikenakan pada 
tersangka Sarno alias Sember adalah hukuman penjara selama-lamanya 7 
(tujuh) tahun pidana penjara yang telah sesuai dengan unsur Pasal 363 ayat 
1 ke 1e, 3e, 4e KUHP. Oleh karena itu, sudah seharusnya tersangka Sarno 
alias Sember tersebut berhak mendapatkan bantuan hukum untuk 
didampingi oleh seorang penasehat hukum. 
Berdasarkan contoh kasus di atas apabila dikaitkan dengan bunyi 
Pasal 56 ayat 1 KUHAP yang berbunyi “ Dalam hal tersangka atau 
terdakwa di sangka atau di dakwa melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau 
bagi mereka yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat 
yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 
peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”. Dalam kasus 
pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 ayat 1 ke 1e, 3e, 4e KUHP), 
penyidik Kepolisian Resor Boyolali menunjukkan penasehat hukum bagi 
tersangka Sarno alias Sember yaitu Bapak Joko Mardiyanto,S.H yang 
beralamat di jalan Tumbar No.17 Anggorosari Pulisen Boyolali, karena 
ancaman hukuman di atas lima tahun. Penasehat hukum yang ditunjuk 
tersebut berasal dari Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia) cabang Boyolali. 
2. Prosedur Penunjukkan Penasehat Hukum Pada Kasus Pencurian 
Dengan Pemberatan. 
 
Prosedur penunjukkan penasehat hukum yang dilakukan oleh 
pihak penyidik Kepolisian Resor Boyolali adalah penyidik membuat surat 
penunjukkan kepada penasehat hukum, dimana surat penunjukkan tersebut 
berisi mengenai Pasal 56 KUHAP dan Laporan Polisi No.Pol : 
LP/06/X/2006/Sek Sawit tanggal 26 Oktober 2006, yang pada intinya 
memuat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan kepada 
penasehat hukum untuk mendampingi tersangka yang sedang menghadapi 
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perkara. Dalam hal ini pihak penyidik Kepolisian Resor Boyolali meminta 
kepada penasehat hukum yang ditunjuk yaitu Bapak Joko Mardiyanto,S.H 
untuk mendampingi tersangka Sarno alias Sember, umur 40 tahun. 
Pekerjaan Swasta, alamat Dk Gombang Rt 2/2 Ds Pusung Kec Wedi, Kab. 
Klaten. Dalam perkara pidana diduga telah melakukan pencurian dengan 
pemberatan sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke 1e, 3e, 
4e KUHP untuk mendampingi tersangka dalam proses pemeriksaan, surat 
penunjukkan ini ditandatangani oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor 
Boyolali. Meskipun, secara pribadi tersangka tidak memerlukan penasehat 
hukum, tetapi karena ancaman hukuman yang dikenakan kepada tersangka 
lebih dari lima tahun, maka berhak didampingi penasehat hukum dan 
pihak Kepolisian Resor Boyolali wajib menunjukkan penasehat hukum 
bagi tersangka yang tidak mampu (Pasal 56 KUHAP). Penasehat hukum 
setelah menerima surat dari penyidik secara otomatis atas surat 
penunjukkan dimaksud, penasehat hukum secara formal dapat 
melaksanakan sesuai hak dan kewajibannya selaku penasehat hukum, 
sehingga perkara yang dihadapi oleh tersangka mendapatkan putusan 
hakim yang sah. 
Alasan-alasan penyidik Kepolisian Resor Boyolali menunjuk 
penasehat hukum untuk tersangka dengan alasan bahwa perbuatan yang 
dilakukan oleh tersangka diancam dengan hukuman lima tahun. Dalam 
kasus pencurian dengan pemberatan tersebut (Pasal 363 ayat 1  ke 1e, 3e, 
4e KUHP) dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun penjara, 
maka wajib didampingi oleh penasehat hukum. Kemudian oleh faktor 
kondisi perekonomian tersangka yaitu tersangka tidak mempunyai 
kemampuan untuk membayar penasehat hukum. Alasan lain karena 
tersangka tidak tahu penasehat hukum mana yang harus ditunjuknya, 
karena tidak tahu tentang penasehat hukum dan meskipun telah dijelaskan 
oleh penyidik akan tetapi tersangka tetap memilih pada penasehat hukum 
yang telah disediakan oleh penyidik. Alasan yang lain yaitu tersangka 
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akan menghadapi sendiri karena merasa sudah mengakui semua 
kesalahannya dan perbuatannya dan sudah siap menerima apapun 
hukumannya yang akan dijatuhkan pada diri tersangka, tanpa adanya 
upaya pembelaan.  
Kriteria-kriteria seorang penasehat hukum yang mendampingi 
tersangka dalam proses penyidikan yaitu sudah mempunyai pengalaman 
atau kualitas maksudnya pengalaman menangani masalah-masalah yang 
berkaitan dengan perkara pidana, penasehat hukum yang ditunjuk harus 
bisa mendampingi tersangka artinya bahwa setiap dipanggil oleh 
kepolisian maka penasehat hukum tersebut harus hadir untuk 
mendampingi tersangka, dan sebagai mitra sebelumnya yaitu bahwa 
penasehat hukum tersebut merupakan mitra dari kepolisian, dimana 
penasehat hukum tersebut sebelumnya telah menghubungi pihak 
kepolisian untuk memberi pernyataan sebelumnya bahwa dia bersedia 
melakukan pembelaan dan bersedia bila ada tersangka yang membutuhkan 
pembelaan.    
3. Peranan Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan  
 
Menurut bapak Joko Mardiyanto, S.H selaku penasehat hukum 
yang mendampingi tersangka dalam kasus pencurian dengan pemberatan 
Pasal 363 ayat 1 ke 1e, 3e, 4e KUHP yaitu memberikan legal opinion, 
serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, 
sedangkan di lembaga peradilan (beracara di Pengadilan) penasehat 
hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Pentingnya 
peranan penasehat hukum dalam mendampingi tersangka di tingkat 
penyidikan, selain penasehat hukum itu memberi bantuan hukum kepada 
tersangka, lebih lagi karena adanya asas “presumtion of innocense” masih 
tetap pada tersangka. Seorang baru dinyatakan bersalah apabila telah ada 
keputusan hukum yang tetap dari pengadilan. 
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Beliau juga menjelaskan bahwa peranan penasehat hukum dalam 
mendampingi tersangka dalam proses penyidikan yaitu meliputi mengenai 
hak, kewajiban, wewenang, langkah-langkah, serta tindakan-tindakan 
dalam mendampingi tersangka pada proses penyidikan, sebab dalam kasus 
pencurian dengan pemberatan tersebut termasuk ke dalam kasus yang 
dikenai ancaman hukuman lima tahun ke atas, sehingga perlu didampingi 
oleh penasehat hukum dalam proses pemeriksaan. Peranan penasehat 
hukum dalam kasus pencurian dengan pemberatan tersebut meliputi : 
a. Hak 
Hak penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan 
penyidikan adalah bersifat fakultatif dalam arti hak itu tidak dapat 
dipaksakan kepada pejabat penyidik yaitu semata-mata tergantung 
kepada kehendak dan pendapat penyidik, apakah dia akan 
memperbolehkan atau tidak penasehat hukum mengikuti jalannya 
pemeriksaan penyidikan. Sifat pasif penasehat hukum dalam mengikuti 
jalannya pemeriksaan penyidikan yaitu dalam arti bahwa kehadiran 
mereka dalam mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan hanya 
“melihat dan mendengar” (within sight and within hearing) isi dan 
jalannya pemeriksaan. Dalam hal ini penasehat hukum tidak boleh 
campur tangan dan ambil bagian memberikan nasehat pada 
pemeriksaan penyidikan yang sedang berlangsung. Sifat pasif ini 
semakin dibatasi ditingkat pemeriksaan yang berkenaan dengan 
kejahatan keamanan negara. Penasehat hukum hadir mengikuti 
jalannya pemeriksaan, tapi hanya melihat  jalannya pemeriksaan (Pasal 
115 ayat 2). 
Peranan penasehat hukum menurut Binzaid Kadafi secara umum 
dalam mendampingi tersangka mulai tingkat penyidikan sampai 
dengan proses peradilan adalah : 
1) Hak untuk mendampingi klien selama proses penyelidikan dan 
penyidikan timbul dari pengakuan akan perlindungan HAM 
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tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana. Hak ini timbul dari 
asumsi bahwa setiap warga negara membutuhkan bantuan dari 
profesi hukum guna mendapatkan peradilan yang wajar (due 
process of law), dalam menghadapi tuduhan kriminal yang 
seringkali melibatkan penggunaan upaya paksa oleh alat-alat 
negara yang diberi wewenang untuk memprosesnya secara hukum. 
Peran penasehat hukum disini adalah untuk memastikan tidak 
adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam penggunaan upaya 
paksa oleh alat-alat negara (Binzaid Kadafi, 2001:106,107). 
Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pendampingan 
penasehat hukum terhadap tersangka di tingkat penyidikan sangat 
perlu sekali karena ada kekhawatiran ketika sedang berlangsung 
proses penyidikan oleh penyidik, tersangka bisa saja mendapatkan 
tekanan dan paksaan baik berupa tekanan jiwa, emosi atau bahkan 
berupa siksaan fisik. 
2) Maju di muka persidangan untuk mendampingi kliennya yang 
kemungkinan melakukan suatu tindak pidana 
Mewakili orang-orang yang mencari keadilan hukum di depan 
pengadilanlah yang merupakan fungsi khas para penasehat hukum. 
3)  Penasehat hukum berperan juga untuk menentukan kebijakan 
dalam sistem peradilan setelah melewati proses penyidikan. 
Menentukan kebijakan dalam sistem peradilan didasari oleh 
gagasan bahwa penasehat hukum merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari sistem peradilan. Ada dua alasan pokok yang 
mendasari peranan penasehat hukum untuk ikut menentukan 
kebijakan dalam sistem peradilan. Pertama, karena penasehat 
hukum merupakan salah satu pihak dalam sistem peradilan, maka 
pandangannya mengenai sistem peradilan harus diperhatikan. 
Kedua, karena penasehat hukum dalam menjalankan fungsinya 
berkewajiban untuk mengupayakan peradilan yang adil dan benar 
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(fair trial) bagi kliennya, maka ia harus memiliki hak pula untuk 
memastikan bahwa sistem peradilan seoptimal mungkin menyerap 
prinsip fair trial. 
4) Penasehat hukum berperan mengawasi proses peradilan dari 
tingkat penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan peradilan di 
pengadilan. 
Untuk memastikan bahwa beracara dan ketaatan aparat penegak 
hukum lainnya (jaksa, polisi, hakim) dalam menerapkan hukum 
acara dapat dilaksanakan melalui mekanisme pra-peradilan, yaitu 
telah diatur dalam KUHAP, namun dengan kandungan 
akuntabilitas publik yang harus diperluas. Hal ini dilakukan agar 
penasehat hukum ketika sedang mendampingi tersangka dalam 
proses pemeriksaan dan penyidikan oleh penyidik tidak terjadi 
proses kesewenang-wenangan.  
5) Untuk memudahkan dalam menangani perkara yang sedang 
ditangani, penasehat hukum berhak untuk mendapatkan informasi 
dan pelayanan administrasi yudisial yang berkaitan dengan 
penanganan perkara agar dapat melakukan timbal balik dengan 
kliennya. 
Untuk bisa melaksanakan tanggung jawab profesinya mewakili 
klien dalam suatu perkara, perlu ada pengakuan terhadap hak 
penasehat hukum untuk mendapatkan informasi dan pelayanan 
administrasi yudisial yang berkaitan dengan penanganan perkara. 
Sulit, atau bahkan mustahil bagi penasehat hukum untuk mewakili 
kliennya secara maksimal dalam proses peradilan apabila akses 
informasi ditutup. Hal ini sering terjadi ketika penasehat hukum 
mendampingi kliennya di tingkat penyidikan karena penyidik 
sering tertutup dalam memberikan informasi. 
Dapat disimpulkan bahwa seorang penasehat hukum mendapatkan 
kesulitan untuk mendapatkan informasi yudisial yang berhubungan 
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dengan perkara yang sedang ditanganinya terhadap kliennya 
disebabkan karena aparat kepolisian yang terkesan tertutup 
terhadap penasehat hukum. 
6) Penasehat hukum juga berfungsi untuk menjalankan proses 
arbitrase dan mediasi dalam menjalankan sengketa di luar 
penyidikan apabila dikehendaki oleh tersangka. 
Penasehat hukum berperan untuk memastikan bahwa kliennya 
mendapatkan keadilan dalam suatu peradilan apalagi ketika dalam 
proses penyidikan, karena dalam proses ini biasanya terjadi 
tekanan jiwa oleh penyidik dalam menyidik tersangka. Pencapaian 
keadilan ini tidak harus melalui proses peradilan semata. Pihak-
pihak yang berperkara dapat bersepakat untuk melakukan 
pembicaraan sebelum atau pada saat proses pemeriksaan atau 
penyidikan sedang berlangsung. Sehingga, dari pembicaraan ini 
dapat dilahirkan kesepakatan yang dipandang adil bagi semua 
pihak. Apabila proses ini berlangsung, maka peranan penasehat 
hukum akan mengambil peranan yang penting. Oleh karena itulah, 
penasehat hukum untuk menjalankan fungsi arbitrase dan mediasi 
perlu diakomodasikan. 
Dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian secara damai di luar 
jalur peradilan diharapkan dapat mengakomodasikan berbagai 
kepentingan yang ada di antara para pihak yang berperkara. 
Sehingga, penyelesaian yang dilakukan tidak akan memihak salah 
satu pihak, dan tidak menimbulkan kerugian di suatu saat. 
 
Hak penasehat hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 
74 KUHAP yaitu sebagai berikut : 
1) Pasal 69 
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Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat 
ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut 
tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. 
2) Pasal 70 
a) Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 
berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada 
setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan 
pembelaan perkaranya. 
b) Jika terdapat bukti bahwa penasehat hukum tersebut 
menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan 
tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, 
penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan 
memberi peringatan kepada penasehat hukum. 
c) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan 
tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat 2. 
d) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka 
hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat 2 
dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan 
selanjutnya dilarang. 
 
Hak yang diberikan kepada penasehat hukum dalam pasal 
ini boleh dikatakan besar. Ia telah diberi hak untuk bertemu dan 
berbicara dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan dan 
menyalahgunakan hak yang diberikan itu, ia tidak terus dilarang 
berbicara akan tetapi masih diperkenankan lagi berbicara, hanya 
sekarang diberi peringatan saja. Peringatan inipun ternyata tidak 
diindahkan olehnya, akan tetapi ia masih juga terus diperbolehkan 
berhubungan dengan tersangka atau terdakwa, hanya sekarang 
hubungannya itu diawasi oleh pejabat. Walaupun sudah diawasi, 
tetapi hak yang diberikan kepadanya masih disalahgunakan, belum 
juga hubungannya itu dilarang, ia masih boleh meneruskan 
 55 
hubungannya itu, akan tetapi sekarang disaksikan oleh pejabat. 
Barulah apabila setelah itu hak yang diberikan tetap dilanggar lagi 
maka hubungan selanjutnya dilarang.  
3) Pasal 71 
a) Penasehat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam 
berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut 
umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar 
isi pembicaraan. 
b) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat 
tersebut pada ayat 1 dapat mendengar isi pembicaraan. 
Arti dari pasal ini adalah memberikan hak kepada 
penasehat hukum untuk berbicara dengan tersangka bagi 
kepentingan pembelaan. Pembicaraan ini diawasi oleh pejabat 
sesuai dengan tingkat pemeriksaan, ialah dalam penyidikan oleh 
penyidik, dalam penuntutan oleh penuntut umum dan dalam 
penahanan dalam pemasyarakatan oleh petugas lembaga 
pemasyarakatan itu, tanpa didengar isi pembicaraan penasehat 
hukum tersebut, kecuali terhadap tersangka atau terdakwa yang 
didakwa melakukan kejahatan terhadap keamanan negara maka 
pembicaraan itu dapat didengar oleh pejabat yang bersangkutan. 
4) Pasal 72 
Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat yang 
bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk 
kepentingan pembelaannya. 
Untuk kepentingan pembelaannya ialah bahwa mereka wajib 
menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri. 
“Turunan” ialah dapat berupa foto copy. 
“Pemeriksaan” dalam pasal ini ialah pemeriksaan dalam tingkat 
penyidikan, hanya untuk pemeriksaan tersangka. 
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Dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas perkara termasuk 
surat dakwaan. Pemeriksaan di tingkat pengadilan adalah seluruh 
berkas perkara termasuk putusan hakim. 
Pasal 72 KUHAP dapat disimpulkan bahwa : 
a) Yang dapat diberikan kepada tersangka atau terdakwa atau 
penasehat hukum adalah : 
(1) Pada tingkat penyidikan, penyidik hanya dapat memberikan 
turunan berita acara pemeriksaan diri tersangka. 
(2) Pada tingkat penuntutan, penuntut umum dapat 
memberikan semua berkas perkara termasuk surat 
dakwaan. 
(3) Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan adalah seluruh 
berkas perkara termasuk putusan hakim.  
b) Turunan, dapat berupa fotocopy 
c) Kepentingan pembelaan ialah bahwa mereka wajib menyimpan 
isi berita acara untuk diri sendiri. 
5) Pasal 73 
Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari 
tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. 
Ternyata disini, bahwa penasehat hukum hanya berhak 
menghubungi dan berbicara saja dengan tersangka pada setiap 
tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan 
pembelaan perkaranya (Pasal 70 ayat 1), akan tetapi ternyata 
berhak juga leluasa mengirim dan menerima surat dari tersangka 
setiap kali dikehendakinya dan apabila ternyata bahwa hak yang 
diberikan itu disalahgunakan, akan diadakan tindakan sesuai 
dengan bunyi Pasal 70 ayat 2,3 dan 4. 
6) Pasal 74 
Pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dan 
tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat 2, ayat3, ayat 4 
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dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut 
umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang 
tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasehat 
hukumnya serta pihak lain dalam proses. 
Dapat diartikan bahwa apa yang tersebut dalam pasal ini 
merupakan suatu penghargaan lagi kepada kedudukan tersangka 
dan penasehat hukumnya, yaitu bahwa mereka ini setelah 
perkaranya oleh penuntut umum dilimpahkan kepada Pengadilan 
Negeri, diberi tembusan dari surat pelimpahan tersebut. 
Hak penasehat hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam mendampingi 
tersangka pada kasus pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat 1 
ke 1e, 3e, 4e KUHP. Penasehat hukum berhak untuk menghubungi 
tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat 
pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang 
ini. Dalam kasus pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat 1 ke 1e, 
3e, 4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penasehat 
hukum yang ditunjuk pihak Kepolisian Resor Boyolali Bapak Joko 
Mardiyanto, S.H berhak menghubungi tersangka Sarno al Sember 
selaku tersangka dalam kasus pencurian dengan pemberatan tersebut. 
Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat 
bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk 
kepentingan pembelaannya, turunannya berupa foto copy dan untuk 
kepentingan pembelaannya yaitu bahwa mereka wajib menyimpan isi 
berita acara untuk diri sendiri. Penasehat hukum berhak mengirim dan 
menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. 
Hak penasehat hukum dalam mendampingi tersangka pada kasus 
pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 ayat 1 ke 1e, 3e, 4e KUHP), 
hak yang lain adalah sebagai berikut yaitu berhak memberhentikan 
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penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti dan salah dalam 
penerapan hukum. Berhak melakukan konsultasi hukum antara 
penasehat hukum dan kliennya (tersangka) terhadap perkara yang 
sedang dialaminya. Berhak untuk mendampingi tersangka pada setiap 
tahapan proses penyidikan sampai dengan selesai. Memberikan 
pengertian tentang hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan 
diterima oleh tersangka. Setiap orang yang disangka, ditangkap, 
ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib 
dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang 
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Asas ini terkenal dengan asas “praduga tak bersalah” (presumtion of 
innocence).  
Hak-hak tersangka adalah berhak didampingi oleh penasehat 
hukum selama dalam menghadapi proses baik dalam tingkat 
penyidikan, persidangan hingga mendapatkan putusan tetap (vonis). 
Apabila tersangka ditahan selama dalam tahanan tersangka berhak 
untuk dibesuk dari pihak keluarga maupun penasehat hukum, bahwa 
tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan 
perantaraan penasehat hukumnya menghubungi atau menerima 
kunjungan sanak keluarganya, akan tetapi hal itu diizinkan hanya 
untuk kepentingan yang disebutkan disitu saja, yaitu dalam hal yang 
tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka. Mendapatkan 
perawatan kesehatan yaitu tersangka yang dikenakan penahanan 
berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya 
untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan 
proses perkara maupun tidak. Berhak mendapatkan siraman rohani 
yaitu tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari 
rohaniawan. Tersangka berhak mendapatkan perlindungan keamanan 
selama ditahan. Tersangka berhak ingkar dari segala tuduhan atau 
mengelak dari semua sangkaan. Adapun yang menjadi kewajiban 
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tersangka adalah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan 
jujur tentang apa yang telah dilakukan terkait dengan kasus yang 
dipersangkakan pada tersangka yaitu mengenai kasus pencurian 
dengan pemberatan (Pasal 363 ayat 1 ke 1e, 3e, 4e KUHP), sehingga 
penasehat hukum dapat mengetahui secara jelas tentang kronologis hal 
apa yang telah dilakukan tersangka, sebab apabila tersangka 
memberikan keterangan dengan jujur dan benar penasehat hukum 
mudah untuk membuat pembelaan yang dapat mengetahui tinggi 
rendahnya putusan hakim pada tahap persidangan. 
b. Kewajiban 
Kewajiban penasehat hukum dalam mendampingi tersangka pada 
kasus pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 ayat 1 ke 1e, 3e, 4e 
KUHP) adalah memberikan saran hukum kepada tersangka pada saat 
proses penyidikan. Melakukan pendampingan setiap proses penyidikan 
sampai dengan selesai dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak 
tersangka. 
c. Wewenang 
Wewenang penasehat hukum dalam mendampingi tersangka 
pada kasus pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat 1  ke 1e, 3e, 
4e KUHP yaitu melakukan kontrol atas pelaksanaan penyidikan, 
sehingga tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. 
Memberikan perlindungan terhadap tersangka pada saat proses 
penyidikan atas tekanan atau intervensi dari penyidik terhadap 
persyaratan yang secara logika dan secara fakta tidak dilakukan oleh 
tersangka. Tugasnya adalah memberikan pendampingan dan nasehat 
atas hak-hak tersangka sesuai dengan ketentuan pidana yang 
disangkakan yaitu hak asasi yang meliputi kesehatan, keamanan, hak 
untuk mengakui, menjawab, membenarkan dan menolak terhadap 
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tahap penyidikan terkait dengan pertanyaan, kronologis dan alat bukti 
yang ada dan memahami secara cermat tentang penyidikan. 
d. Langkah-langkah Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan 
langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penasehat hukum 
sebelum pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan pada kasus 
pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat 1 ke 1e, 3e, 4e KUHP 
yaitu mengadakan pengecekan administrasi keapsahan tentang 
tindakan hukum yang telah dilakukan penyidik yang terkait dengan 
surat penangkapan dan berita acara penangkapan, surat penyitaan 
barang bukti dan berita acara penyitaan barang bukti, surat penahanan 
dan berita acara penahanan apabila tersangka di dalam penahanan, agar 
kesemuanya tidak terjadi kesalahan prosedur tentang tindakan hukum 
yang dilakukan penyidik. Memahami kondisi fisik maupun psikologis 
tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan dan tanpa 
memahami pokok permasalahan tentang perbuatan melawan hukum 
yang telah dilakukan tersangka. 
e. Tindakan-tindakan Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan 
Tindakan-tindakan yang harus dilakukan penasehat hukum dalam 
mendampingi tersangka pada proses penyidikan dalam kasus 
pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat 1 ke 1e, 3e, 4e KUHP 
adalah menyaksikan dan memantau setiap tindakan hukum selama 
dalam proses penyidikan sampai dalam proses persidangan. 
Mengajukan keberatan bahkan menolak tindakan hukum yang 
dilakukan terhadap tersangka apabila ada kesalahan prosedur. 
Mengajukan permohonan penangguhan penahanan bilamana perlu dan 
bila mungkin penghentian penyidikan bila diketemukan fakta bahwa 
perkara yang disangkakan pada tersangka tidak memenuhi unsur pasal 
yang disangkakan. Mengingatkan dan memberikan saran kepada 
penyidik apabila melakukan penyidikan di luar ketentuan hukum dan 
 61 
kewenangannya. Mengajukan penundaan atau menghentikan proses 
penyidikan apabila tersangka dalam keadaan lelah dan kurang sehat.   
B. Kendala-kendala yang dihadapi penasehat hukum dalam melaksanakan 
pembelaan pada proses penyidikan di Kepolisian Resor Boyolali. 
 
Pada prinsipnya, pemberian bantuan hukum bertujuan untuk 
memperjuangkan penegakkan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum 
manusia agar hak-hak tersebut tetap terjamin dan terlindungi. Dalam kasus 
pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat 1 ke 1e, 3e, 4e KUHP. Penasehat 
hukum tidak mengalami hambatan, akan tetapi, hambatan secara umum yang 
dialami Bapak Joko Mardiyanto, S.H dalam mendampingi tersangka pada 
proses penyidikan adalah sebagai berikut : 
1) Adanya ketidakterusterangan dan tidak ada kejujuran tersangka dalam 
memberikan keterangan atau kronologis serta fakta kejadian sehingga 
penasehat hukum kurang maksimal dalam menentukan kajian hukum serta 
strategi dalam memberikan nasehat hukum. 
2) Kurang lancarnya proses pemeriksaan dan penyidikan  
Dalam proses penyidikan dan pemeriksaan seringkali penyidik 
memperlambat jalannya proses tersebut, sehingga waktunya untuk 
menyelesaikan perkara yang terjadi menjadi terhambat. Di sisi lain 
penasehat hukum dibatasi haknya untuk mendampingi tersangka dalam 
proses pemeriksaan hanya dengan cara melihat dan mendengar jalannya 
pemeriksaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 ayat 1 (KUHAP), 
sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal kejahatan terhadap 
keamanan negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi 
tidak dapat mendengar jalannya pemeriksaan. 
3) Sikap penyidik yang terkadang tertutup 
Adanya pandangan seorang penasehat hukum dari penyidik bahwa 
penasehat hukum akan menghalangi proses penyidikan. Kadang-kadang 
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mereka mempersulit dan menghambat hadirnya seorang penasehat hukum 
dalam mendampingi seorang tersangka. Hal ini memang sangat 
bertentangan dengan peraturan yang ada khususnya KUHAP. Dimana 
dalam KUHAP dikatakan bahwa tersangka berhak menghubungi atau 
didampingi penasehat hukum sejak ditangkap atau ditahan. 
4) Adanya penafsiran hukum yang berbeda antara penasehat hukum dan 
penyidik tentang kesimpulan dan penyidikan sehingga akan salah dalam 
menerapkan ketentuan hukum bagi tersangka. 
Berdasarkan ketentuan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan masih sangat fakultatif, 
belum dapat dikatakan sebagai hak penasehat hukum untuk mendampingi 
tersangka di dalam pemeriksaan penyidikan. Sekurang-kurangnya ketentuan 
Pasal 115 KUHAP belum memberi “hak yang utuh” bagi penasehat hukum 
dan menganulir pasal-pasal sebelumnya. Supaya ketentuan Pasal 115 KUHAP 
benar-benar proporsional dengan landasan filosofis dan konstitusional yang 
mengakui dan mengagungkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk 
Tuhan yang harus diperlukan berdasar perikemanusiaan yang adil dan beradab 
maupun dari landasan legalitas yang mempersamakan manusia dihadapan 
hukum dan asas praduga tak bersalah, perkataan “dapat” pada Pasal 115 
KUHAP harus ditafsirkan sebagai “hak” bagi penasehat hukum dan 
“kewajiban” bagi pejabat penyidik, dengan penggarisan bahwa hak itu hanya 
boleh dibatasi penyidik dalam hal-hal yang sangat terbatas. 
Penerapan Pasal 115 KUHAP dalam proses pemeriksaan tersangka, 
penyidik “dapat” memperbolehkan atau mengizinkan penasehat hukum untuk 
mengikuti jalannya pemeriksaan. Dalam hal ini atas persetujuan penyidik, 
penasehat hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan yang “sedang” 
dilakukan penyidik, tetapi kalau penyidik tidak menyetujui atau tidak 
memperbolehkan, penasehat hukum tidak dapat memaksakan kehendaknya 
untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Peran pengawasan yang diharapkan 
dari para penasehat hukum dalam pemeriksaan penyidikan benar-benar sangat 
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terbatas dan semata-mata sangat tergantung dari belas kasihan pejabat 
penyidik untuk memperbolehkan atau mengizinkannya. Adapun yang menjadi 
batas kewenangan yang diberikan oleh pihak Kepolisian Resor Boyolali 
kepada penasehat hukum yaitu hanya melihat dan mendengar sebagimana 
yang telah diatur dalam Pasal 115 KUHAP ayat 1. Sebelum mendampingi 
tersangka dalam proses penyidikan penasehat hukum harus menunjukkan surat 
ijin beracara dan juga harus menunjukkan surat kuasa.  
Di dalam penelitian tentang peranan penasehat hukum dalam proses 
penyidikan di kepolisian Resor Boyolali ( studi implementasi pasal 115 
KUHAP) sudah sesuai dengan aturan normatifnya yaitu penasehat hukum  
dalam mendampingi tersangka sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 115 
KUHAP yaitu hanya melihat dan mendengar, namun apabila ada hal yang 
dirasa penasehat hukum tidak benar dalam proses penyidikan maka akan 
menjadi catatan tersendiri bagi penasehat hukum yang nantinya bisa 
digunakan sebagai upaya pembelaan di muka persidangan. Dalam hal peranan 
penasehat hukum yang meliputi hak, kewajiban, wewenang, langkah-langkah 
serta tindakan-tindakannya  dalam mendampingi tersangka pada proses 
penyidikan juga sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturannya. 
Dalam mendampingi tersangka dalam proses penyidikan penasehat 
hukum sudah mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam KUHAP. 
Penyidik pun dalam proses penyidikan juga sudah mentaati aturan-atauran 
yaitu melaksanakan proses penyidikan dengan tidak menggunakan kekerasan 
karena bila penyidik dalam proses pemeriksaan menggunakan kekerasan 
untuk memperoleh keterangan yang diperlukan, maka ada sanksi pidana yang 
mengaturnya yaitu Pasal 422 KUHP yaitu “Seorang pejabat yang dalam suatu 
perkara pidana menggunakan sarana paksa  baik untuk memeras pengakuan 
maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun”, maka penasehat hukum tersebut dapat mengajukan 
gugatan ke sidang Pra Peradilan.  
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Apabila keterangan yang diberikan tersangka dan berita acara yang 
dituangkan pada berita acara pemeriksaan adalah hasil dari pemerasan, 
tekanan, ancaman, atau paksaan, maka keterangan tersebut tidak dianggap sah. 
Keterangan tersebut dianggap sah apabila cara yang ditempuh dengan jalan 
mengajukannya ke pra peradilan atas alasan bahwa penyidik telah melakukan 
cara-cara pemeriksaan tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang. Dalam arti 
pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan 
dan sebagainya. Sehingga, apabila praperadilan mengabulkannya berarti 
penyidik telah membenarkan adanya cara-cara pemaksaan dalam pemeriksaan. 
Apabila demikian halnya tentu sudah terkandung suatu penetapan pra 
peradilan yang menyatakan hasil pemeriksaan tidak sah.  
Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
walaupun penasehat hukum diberikan kebebasan seperti yang telah diatur 
dalam ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
(KUHAP). Akan tetapi, kebebasan tersebut merupakan kebebasan yang 
terbatas, karena dalam tahap pemeriksaan penyidikan dimana seorang 
penasehat hukum tadi tidak boleh berbicara apa-apa yang menyangkut 
pembelaan atau pembelaan secara lisan, disini penasehat hukum tidak boleh 
bersikap aktif. 
Adapun yang dimaksud pasif disini menurut penulis adalah bahwa 
dalam melakukan pendampingan terhadap diri tersangka atau terdakwa selama 
proses pemeriksaan penyidikan, artinya seorang penasehat hukum tidak boleh 
berbicara apa-apa menyangkut pembelaan terhadap diri tersangka atau 
terdakwa sehingga selama tahap pemeriksaan  penasehat hukum hanya boleh 
mencatat semua hal yang terjadi pada saat berlangsungnya tahap pemeriksaan. 
Apabila ada hal-hal yang dirasa penasehat hukum tidak benar maka hal 
tersebut menjadi catatan tersendiri bagi penasehat hukum yang nantinya bisa 
digunakan sebagai upaya pembelaan di muka persidangan. Pembelaan disini 
adalah penasehat hukum sebatas berusaha untuk membantu tersangka atau 
terdakwa untuk mendapatkan semua yang menjadi haknya, selain itu 
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penasehat hukum juga berupaya untuk mengurangi hukuman bagi tersangka 
atau terdakwa yang dirasa penasehat hukum merugikan tersangka atau 
terdakwa dianggap tidak adil. 
 
i 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
A. SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di Kantor 
Kepolisian Resor Boyolali, dan Kantor Advokat Penasehat Hukum Joko 
Mardiyanto, S.H yang beralamat di Boyolali. Mengenai Peranan  Penasehat 
Hukum Dalam Proses Penyidikan (Studi Implementasi Pasal 115 KUHAP), 
maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : 
1. Peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor 
Boyolali. 
Pada kasus pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat 1 ke 1e, 3e, 4e 
KUHP tersangka Sarno alias Sember berhak mendapatkan bantuan 
hukum  untuk didampingi oleh seorang penasehat hukum karena 
ancaman hukuman tersebut selama-lamanya tujuh tahun pidana penjara. 
Dalam kasus tersebut (Pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat 1 
ke 1e, 3e, 4e KUHP). Penyidik Kepolisian Resor Boyolali menunjukkan 
penasehat hukum bagi tersangka Sarno alias Sember yaitu Bapak Joko 
Mardiyanto, S.H yang berasal dari Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia) 
cabang Boyolali. Adapun prosedur penunjukkan penasehat hukum pada 
kasus pencurian dengan pemberatan yaitu penyidik membuat surat 
penunjukkan kepada penasehat hukum. Dimana surat penunjukkan 
tersebut berisi mengenai Pasal 56 KUHAP dan Laporan Polisi No. Pol : 
LP/X/2006/Sek Sawit tanggal 26 Oktober, yang pada intinya memuat 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan kepada penasehat 
hukum untuk mendampingi tersangka yang sedang menghadapi perkara. 
Dalam hal ini pihak penyidik Kepolisian Resor Boyolali meminta 
kepada penasehat hukum yang ditunjuk yaitu Bapak Joko Mardiyanto, 
S.H untuk mendampingi tersangka Sarno alias Sember, dan Surat 
Penunjukkan tersebut ditandatangani oleh Kasat Reskrim Kepolisian 
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Resor Boyolali.Peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan 
yang terkait  dengan kasus pencurian dengan pemberatan tersebut 
adalah meliputi hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam KUHAP 
yaitu Pasal 69 sampai Pasal 74 KUHAP serta hak-hak lain sebagaimana 
yang telah dijelaskan oleh penasehat hukum. Serta kewajiban, 
wewenang, langkah-langkah serta tindakan-tindakannya dalam 
mendampingi tersangka selama dalam proses penyidikan. 
 
2. Kendala-kendala yang dihadapi penasehat hukum dalam melaksanakan 
pembelaan pada proses penyidikan di Kepolisian Resor Boyolali. 
Pada prinsipnya, pemberian bantuan hukum bertujuan untuk 
memperjuangkan penegakkan hak-hak asasi manusia dan hak-hak 
hukum manusia agar hak-hak tersebut tetap terjamin dan terlindungi. 
Dalam kasus pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat 1 ke 1e, 3e, 
4e KUHP. Penasehat hukum tidak mengalami hambatan, akan tetapi, 
hambatan secara umum yang dialami Bapak Joko Mardiyanto, S.H 
dalam mendampingi tersangka pada proses penyidikan adalah sebagai 
berikut : 
1) Adanya ketidakterusterangan dan tidak ada kejujuran tersangka dalam 
memberikan keterangan atau kronologis serta fakta kejadian sehingga 
penasehat hukum kurang maksimal dalam menentukan kajian hukum 
serta strategi dalam memberikan nasehat hukum. 
2) Kurang lancarnya proses pemeriksaan dan penyidikan  
Dalam proses penyidikan dan pemeriksaan seringkali penyidik 
memperlambat jalannya proses tersebut, sehingga waktunya untuk 
menyelesaikan perkara yang terjadi menjadi terhambat. Di sisi lain 
penasehat hukum dibatasi haknya untuk mendampingi tersangka dalam 
proses pemeriksaan hanya dengan cara melihat dan mendengar 
jalannya pemeriksaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 ayat 
 iii 
 
iii
1 (KUHAP), sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal 
kejahatan terhadap keamanan negara penasehat hukum dapat hadir 
dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar jalannya 
pemeriksaan. 
3) Sikap penyidik yang terkadang tertutup 
Adanya pandangan seorang penasehat hukum dari penyidik bahwa 
penasehat hukum akan menghalangi proses penyidikan. Kadang-
kadang mereka mempersulit dan menghambat hadirnya seorang 
penasehat hukum dalam mendampingi seorang tersangka. Hal ini 
memang sangat bertentangan dengan peraturan yang ada khususnya 
KUHAP. Dimana dalam KUHAP dikatakan bahwa tersangka berhak 
menghubungi atau didampingi penasehat hukum sejak ditangkap atau 
ditahan. 
4) Adanya penafsiran hukum yang berbeda antara penasehat hukum dan 
penyidik tentang kesimpulan dan penyidikan sehingga akan salah 
dalam menerapkan ketentuan hukum bagi tersangka. 
 
Dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 115 KUHAP tentang 
peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor 
Boyolali sudah sesuai dengan aturan normatifnya yaitu penasehat hukum 
dalam mendampingi tersangka sudah sesuai dengan Pasal 115 KUHAP 
yaitu hanya melihat dan mendengar, bila ada hal yang di rasa kurang maka 
menjadi catatan tersendiri bagi penasehat hukum untuk yang nantinya bisa 
digunakan sebagai upaya pembelaan di persidangan. Penerapan Pasal 115 
KUHAP dalam proses pemeriksaan tersangka, penyidik dapat 
memperbolehkan atau mengizinkan penasehat hukum untuk mengikuti 
jalannya pemeriksaan. Dalam Pasal ini atas persetujuan penyidik, penasehat 
hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan, tetapi kalau penyidik tidak 
menyetujui atau tidak memperbolehkan penasehat hukum tidak dapat 
memaksakan kehendaknya untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Penyidik 
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pun dalam proses pemeriksaan sudah sesuai dengan dengan aturannya. 
Apabila penyidik daalm proses pemeriksaan menggunakan kekerasan untuk 
memperoleh keterangan yang diperlukan maka ada sanksi pidana yang 
mengaturnya yaitu Pasal 422 KUHP dan penasehat hukum dapat 
mengajukan gugatan ke sidang pra peradilan.  
 
B. SARAN 
Adapun saran – saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Hendaknya dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat luas agar 
masyarakat mengetahui proses hukum yaitu dilakukan dengan cara 
memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat yang 
bertujuan bagi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 
penegakan hukum. 
2. Dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka dalam tingkat 
penyidikan sebaiknya seorang penasehat hukum sering berkoordinasi 
dengan tersangka ataupun penyidik. Hal ini perlu dilakukan agar perkara 
yang sedang dihadapi oleh tersangka cepat selesai dan mendapatkan 
kekuatan putusan hukum dari hakim yang tetap. 
3. Pada proses penyidikan dan pemeriksaan yang lama mengakibatkan 
perkara tidak cepat selesai, maka sebaiknya antara aparat penyidik, 
jaksa, hakim, dan penasehat hukum sering melakukan koordinasi dalam 
memproses perkara dan tidak menunda – nunda, sehingga cepat selesai.  
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